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ABSTRAK

Pengaturan usia perkawinan merupakan salah satu bagian penting dari proyek
modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, yang sampai saat ini masih selalu
aktual didiskusikan, bahkan menjadi isu sensitif bagi beberapa pemerhati keluarga.
Namun, untuk mengkaji modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui isu
usia perkawinan secara lengkap, tentu diperlukan sebuah kajian yang mendalam
terhadap hal-hal yang terkait erat dengannya, baik mengenai sejarah legislasi
perkawinan berikut perkembangannya, atau tentang masalah usia perkawinan dalam
tataran riil

Secara umum, inti penelitian ini adalah mendeskripsikan, 1) bagaimana
perkembangan diskursus dan legislasi usia perkawinan dalam konteks modernisasi
hukum keluarga Islam di Indonesia, 2) bagaimana perdebatan dan polemik dalam
diskursus usia perkawinan di Indonesia, 3) apa saja aspek-aspek penting yang terjadi
di balik dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia. Data-data dalam
penelitian kualitatif ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan
studi-studi empiris lain yang dipandang relevan, dengan pendekatan normatif-
sosiologis-historis sebagai perangkat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pengaturan usia perkawinan di
Indonesia tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur
praktik perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya perdebatan panjang tentang
metodologi hukum antara tradisi Islam dan negara dalam konteks pelembagaan
hukum Islam di Indonesia. Kemunculan peraturan perkawinan mulai dari Rancangan
Undang-undang perkawinan (1973), penetapan Undang-undang Perkawinan (1974)
hingga Kompilasi Hukum Islam (1991) dengan latar belakang sosialnya masing-
masing, misalnya, menjadi bukti bahwa, di satu sisi, pemerintah mengintervensi
hukum keluarga Islam yang mana sebenarnya fleksibel dalam penentuan usia
perkawinan, dan mengakomodir kepentingan umat Islam, yang mayoritas, dengan
cara unifikasi hukum agar mereka tetap bisa menjalankan praktik perkawinan
berdasarkan keyakinannya, di sisi lain.

Namun demikian, dari waktu ke waktu, nampaknya perdebatan masalah usia
perkawinan belum bisa dikatakan final. Pasca reformasi, isu ini terus bergulir, dan
menjadi kegelisahan tersendiri bagi berbagai kalangan, baik dari akademisi, feminis,
aktifis hingga institusi negara, yang mana masing-masing dengan caranya sendiri
ketika mengkritisi isu ini, baik secara teoretis maupun praktis, serta bersifat
individual maupun kolektif. Kemunculan Counter Legal Draft (CLD-KHI) (2004),
sosialiasi masyarakat tentang usia perkawinan, hingga upaya berbagai pihak untuk
mereview ulang aturan usia perkawinan di Indonesia, misalnya, merupakan bukti
bahwa usia perkawinan dalam problem realitas merupakan isu yang krusial di
Indonesia. Hal ini juga dapat dipotret, misalnya, dari fenomena dispensasi berikut
permisiveness hakim di lingkungan pengadilan agama, yang mana selama ini masih
minim dari perhatian publik karena cenderung menjadi perkara diskresi. Berbagai
macam argumen dan alasan telah dilontarkan untuk mengkritisi diskursus usia
pekawinan, baik dari soal ideologis, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga
soal peningkatan kualitas keluarga.

Keywords: Usia perkawinan, Modernisasi hukum keluarga Islam Indonesia,

perdebatan dan polemik dalam perkembangan diskursus usia
perkawinan.
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Jdll 815 dituliis Zakah al-fitri

D. Vocal pendek

Fathah Ditulis A
Ditulis Fa‘ala

Kasrah Ditulis I
Ditulis Zukira

Dammah Ditulis U

Ditulis yazhabu

E. Vocal Panjang

1 Fathah + Alif Ditulis a
ial> Ditulis jahiliyyah

2 Fathah +ya’mati Ditulis ai
oS Ditulis tansa

3 Kasrah + ya’mati Ditulis i
£S5 Ditulis karim

4 Dammah + wawu mati Ditulis u
oo Ditulis furud

F. Vocal Rangkap

1 Fathah + ya’mati Ditulis Ai

2 (Sw Ditulis Bainakum
3 Fathah + wawu mati Ditulis Au

4 Js Ditulis Qaul




G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ot Ditulis A’antum
el Ditulis U‘iddat
S o Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Biladiikuti huruf Qomariyyah dituis menggunakn huruf

ol Ditulis Al-Qur‘an

| Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti  huruf Syamsiyyah ditulis denagan mengunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf I(el)nya.

sl Ditulis As-Sama’

2| Ditulis Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ool 3 ditulis Zawi al-furud

N ditulis Ahl as-sunnah

Xi



KATA PENGANTAR

) AN A
ST e o edad s s (AL gy gl U1 A o

bl B S It OF dgdl g dll V1Al Y O dgs)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan iman
dan ilmu kepada kita semuanya. Tanpa karuniaNya, karya ilmiah berjudul
“Modenisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Diskursus dan Legislasi Usia
Perkawinan di Indonesia” ini, tentu tidak akan terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi
besar Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya yang telah menjadi tauladan dan
sebaik-baiknya pembimbing umat manusia ke jalan yang benar, dengan berpegang
teguh kepada agama Islam untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan
dinamika.

Terdapat banyak pihak, yang menurut penyusun, sangat berjasa dan
membantu dalam penyusunan Tesis ini, baik secara konseptual, prosedural, material
maupun spiritual. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak
terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Dedikasi IImu, motivasi
dan kata-kata mutiara beliau sangat menginspirasi bagi konsistensi penyusun
untuk terus mengembangkan potensi diri.

2. Bapak Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan

Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan
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jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis
tidak akan mudah.

Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D sebagai Pembimbing utama dalam penyusunan
Tesis ini. Seorang supervisor sekaligus “sahabat” yang sangat semangat, inspiratif
dan dedikatif di tengah kesibukannya dalam pengembangan keilmuan—terus
terang, tulisan-tulisan anda sangat inspiratif untuk Tesis ini, maafkan saya jika
terjadi kekeliruan ketika menginterpretasinya. Tidak hanya itu, penyusun juga
merasa kagum ketika beliau menghadapi “kebodohan” penyusun saat bimbingan
dari waktu ke waktu. Dengan penuh ketulusan dan kesabaran, beliau sangat luar
biasa untuk mengarahkan penyusun ke jalan yang benar. Semoga ilmu yang telah
ditularkan akan menjadi manfaat yang lebih besar kepada diri penyusun,
khususnya, dan insan akademis, umumnya, ke depannya. “Rasanya, kata-kata
belumlah cukup untuk mewakili terimakasih saya Ibu,” jasa anda sangat besar.
Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA. Seorang intelektual yang selama
ini selalu memberikan arahan yang konstruktif dalam hal akademis. Terlebih lagi,
ketika sering melibatkan penyusun untuk selalu berproses dalam menguasai
metode penelitian dan ketelitian untuk menggunakan referensi. Semoga sukses
selalu Papa Novin sekeluargal

Untuk penulis, peneliti atau ilmuan lain yang hasil tulisannya banyak dikutip oleh
penyusun untuk memperkaya data Tesis ini: Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D, Dr.
Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, Dr. Ratno Lukito, M.A., M.H.CI, Dr. Yudi
Latif, Dr. Siti Musdah Mulia, Prof. Busthanul Arifin, Prof. Jimly ash-Shiddieqy,
Prof. Satjipto Rahardjo, Roscoe Pound, Daniel S. Lev, Prof. Cammack, Gavin
Jones, dan selainnya yang tidak disebut, penyusun merasa sangat “malu” jika ada
kesalahan dalam pengutipan baik secara langsung atau sebaliknya yang tidak
disadari. Terlepas dari upaya penyusun untuk menjaga ketelitian untuk hal
terakhir disebut, dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan teerimakasih
sedalam-dalamnya atas tradisi akademik yang telah diabadikan hingga menjadi

mata air ilmu bagi generasi belakangan.
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6. Ayahanda H. Suhardi dan Ibunda Siti Rochayah yang selalu mencurahkan jiwa,
raga dan do’anya demi tumbuhkembang penyusun untuk mengenyam pendidikan
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Marom, dan kakak-kakak ipar berikut keponakan-keponakan: dek wafa, fina, fida
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, terutama masalah usia perkawinan,
tidak hanya selalu aktual untuk didiskusikan, tetapi juga selalu menarik perhatian
baik dari kalangan legislator, akademisi, hingga pemerhati keluarga dengan
masing-masing cara pandangnya. Hal ini tentunya menjadi keunikan tersendiri
untuk negara modern yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan sistem hukum
nasional seperti Indonesia.

Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai
dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat' menjadi
salah satu bukti dari keunikan tersebut. Namun demikian, untuk mengkaji
modernisasi hukum keluarga Islam melalui isu usia perkawinan di Indonesia
secara lengkap, tentu tidak serta merta bisa dilepaskan dari studi sejarah sosial
legislasi perkawinan yang sudah terukir panjang di negeri ini. Bahkan,
penelusuran terhadap aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamikanya,
merupakan sebuah keniscayaan.

Perlu diketahui bahwa eksistensi dan entitas hukum Islam, terutama

pasca kemerdekaan Indonesia, memiliki posisi penting bagi laju perkembangan

! Abdullah Saeed, Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar, alih bahasa Sahiron Syamsuddin
dkk (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014), him. 103. Tentang ini, setidaknya dalam catatan
Anderson, dalam hal praktis seperti bagaimana cara negara-negara berpenduduk Muslim
mengakomodir hukum keluarga Islam, merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Berbagai cara
telah dilakukan oleh negara-negara Muslim di dunia dalam menciptakan masing-masing sistem
hukum keluarganya, mulai dari penerapan tradisi Syari’ah secara utuh, meninggalkan syari’ah
(sekuler) hingga yang mengkompromikan keduanya. Oleh sebab itu, di lihat dari coraknya, tidak
berlebihan jika Indonesia dimasukkan dalam kategori yang disebut terakhir ini. Lihat J.N.D
Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara
Wacana Yogya, 1994), him. 91.



masyarakatnya ke depan. Era ini tidak hanya menjadi titik tolak modernisasi
pembangunan pada masa-masa awal kemerdekaan, tetapi juga sangat terkait erat
dengan proses pergulatan pemikiran hukum antara umat Muslim ketika
menghadapkan nasib hukum Islam kepada negara.?

Sementara itu, meskipun kehidupan pasca kemerdekaan dihadapkan pada
tuntutan kemodernan, tradisi hukum Islam masih memiliki ruang tersendiri ketika,
pada saat yang sama, beriringan dengan perkembangan dunia, terutama di
Indonesia.> Ratno Lukito, misalnya, menyebut bahwa setelah terhapusnya
feodalisme, negara ditempatkan sebagai sumber hukum sekaligus menjadi perekat
tradisi hukum yang berbeda-beda. Intervensi inilah yang memunculkan apa yang
disebut dengan sistem hukum nasional tanpa mengesampingkan eksistensi hukum
yang sudah ada seperti hukum Islam atau adat, sehingga hukum menjadi ruang
ekspresi nasionalisme yang diaktualkan melalui konsep-konsep ideal dalam
institusi-institusi negara seperti lembaga peradilan.*

Sistem peradilan hukum keluarga Islam, sebagai salah satu bagian dari
proyek sistem hukum nasional tersebut, nyatanya juga memiliki ruang lingkup
historisitas yang cukup panjang. Hal ini dapat ditilik berdasarkan dinamika proses
legislasi yang dilakukan pemerintah, meskipun pada awal kemerdekaan

pemerintah tidak terlalu kuat pedulinya dengan institusi peradilan Islam. Terkait

? Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris
(Yogyakarta: LKiS, 2005), him. v.

® Ratno Lukito, “kata pengantar” dalam Maltuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka llmu, 2012), him. v.

* Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi
dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), him. 119.



ini, menurut temuan Ratno, misalnya, sikap enggannya pemerintah dalam upaya
legislasi praktik hukum Islam lebih dikarenakan oleh ide tentang Tuhan sebagai
pembuat hukum tidak sejalan dengan konsep sekuler yang mana menjadikan
negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan kata lain terdapat metodologi
hukum yang berbeda antara umat Islam dan negara, paling tidak untuk saat itu.
Akibatnya, pemerintah yang hanya mengatur masalah administrasi perkawinan
saja, berdampak pada praktik hukum keluarga yang masih berbanding lurus
dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.’

Perkembangan mulai nampak di era orde baru. Tercatat sejak 1966,
pemerintah dinilai lebih tegas dibanding pemerintahan sebelumnya, khususnya
berkaitan dengan pengaturan hukum keluarga. Munculnya UU No. 14 tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, misalnya, menandai
awal menguatnya institusi peradilan Islam di Indonesia. Melaui Pasal 10 UU ini,
Pengadilan Agama menjadi pengadilan yang “sah” secara konstitusional untuk
menjalankan praktik perkawinan menurut agama sekaligus dijamin oleh negara.
Namun demikian, fase ini juga menandai tahapan panjang di mana kontestasi
telah terjadi antara sistem peradilan agama dan peradilan umum di tengah arena
penyetaraan pengadilan yang ada di Indonesia.®

Selain itu, peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, juga
menandai terjadinya perubahan signifikan dari masalah yang awalnya hanya
berkutat pada administrasi peradilan Islam kepada perumusan regulasi yang

spesifik, terutama dalam masalah praktik hukum keluarga. Menguatnya paham

% Ibid., him. 257.

® 1bid., him. 261.



tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial serta didukung oleh instrumen-
istrumen hukum yang telah ada sebelumya, berdampak pada semakin giatnya
pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan-peraturan
tentang hukum keluarga. Salah satu capaiannya adalah penetapan UU Perkawinan
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Dalam hal ini, pemerintah telah
berhasil mengartikulasi unsur-unsur penting dalam praktik hukum keluarga Islam
ke dalam bahasa hukum baku yang sampai kini berlaku nasional.’

Konteks awal periode penetapan UUP di atas, dalam catatan sejarah juga
tidak bisa dilepas dari konteks sosio-historisnya. Walaupun UUP merupakan salah
satu bentuk modernisasi atau pembaruan hukum Islam di Indonesia, oleh Daniel
S. Lev, misalnya, sebagaimana dikutip Maltuf Siroj, masih terkesan tertinggal
dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Di satu pihak, hal ini
disebabkan oleh masih kuatnya sikap taqlid sebagian masyarakat Indonesia atas
mazhab tertentu, sedangkan di pihak lain, posisi hukum Islam dalam konteks
negara selalu menuai polemik khususnya dalam panggung perdebatan ideologi
negara, sehingga hukum Islam seakan berada pada titik tengah antara paradigma
agama dan paradigma negara.®

Berkembangnya paradigma bahwa fungsi hukum efektif sebagai alat
rekayasa sosial di atas, membuat upaya negara melalui UUP berhasil merubah

beberapa hal terkait dengan praktik perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk

" 1bid., him. 26.

& Maltuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012),
him. 132.



masalah usia perkawinan.® Dalam hal ini, negara tampil menjadi pemersatu
sekaligus mengubah tradisi hukum Islam (baca: fikih) yang mana tidak
mempunyai ukuran yang tegas tentang usia perkawinan'® menjadi suatu aturan
yang jelas, meskipun terjadi perdebatan panjang antar otoritas dalam proses
legislasinya.

Dalam catatan sejarah, penerapan dan penyeragaman batas minimum usia
perkawinan di Indonesia, pada awalnya, ingin diatur melalui isi pasal 7 ayat (1)
Rancangan UUP tahun 1973 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan 21
tahun bagi laki dan 19 tahun bagi perempuan.** Namun demikian, karena RUU ini
menuai perdebatan yang rawan dengan konflik,'? akhirnya harus ditunda.

Dilema yang dihadapi RUU-UUP 1973 untuk mengatur usia perkawinan
di atas tidak terlalu lama. Hal ini berakhir dalam penetapan resmi UUP 1974

tetapi dengan sedikit perubahan, terutama tentang penentuan usia perkawinan

% Setidaknya dalam ketentuan penutup pasal 66 UUP disebut: “ Untuk perkawinan dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, dengan
berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk
Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng
de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

1% Batas usia perkawinan dalam perkembangan fikih Syafi’i, misalnya, ditentukan dengan
tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi
pria dengan tanda-tanda ihtilam dan haid pada wanita umur 9 tahun. Salim bin Samir al-Hadrami,
Safinah an-Najah (Surabaya: Dar al ‘Abidin, tt), him. 15-16.

1 pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18
(delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang
Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyatalah bahwa batas umur
yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap “rate”
kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas
umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya
dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan
mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”

12 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, him. 260.



yang akhirnya harus diturunkan. Melalui Pasal 7 ayat (1),** UUP 1974, negara
memberikan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam
hal penyimpangan di bawah ketentuan, masyarakat berhak mengajukan dispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.'* Artinya, ketentuan
usia perkawinan di dalam RUUP 1973 diubah oleh UUP 1974.

Pada fase pergantian ini, sebagaimana temuan Ratno, penyebab dari
peristiwa ini adalah: pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia
dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan
praktik perkawinan pada waktu itu, kedua, kondisi relasi gender tradisional yang
masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam
menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUU-UUP. Dengan kata
lain, persoalan penentuan usia perkawinan lebih kepada soal perdebatan
paradigma hukm antara tradisi Islam dan negara.

Seiring perkembangannya, pada tahun 1991, peraturan usia perkawinan
dalam UUP 1974 kembali diperjelas dan diperkuat oleh kemunculan Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Dengan redaksi yang sama, melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2)

KHI, negara mengatur bahwa seorang Muslim yang ingin melakukan perkawinan

3 pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: (1)
Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

“ pasal 7 UUP ayat (2): “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau
pihak wanita.”

15 pandangan pemerintah yang menilai standar usia perkawinan merupakan salah satu hal
yang paling masuk akal dalam pembagunan negara, menurut Ratno, tidak ketemu dengan
keyakinan umat Muslim. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Muslim dengan pemerintah
dalam masalah usia pekawinan. Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, him. 269-270.



harus dalam usia minimun 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
Apabila belum memenuhi syarat usia ini, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UUP,
calon mempelai dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama.*®

Pada perkembangannya, persoalan batas usia perkawinan tersebut di atas,
terutama sejak Indonesia memasuki era reformasi, kembali lagi mulai
didiskusikan. Bahkan, terdapat upaya-upaya untuk merubahnya. Pada tahun 2004,
meskipun gagal untuk disahkan,'” Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender
(Pokja PUG) Kementerian Agama dengan Counter Legal Draft (CLD-KHI),
misalnya, menjadi salah satu penggagas perubahan atas aturan usia perkawinan
yang sudah established tersebut. Tim ini ingin merevisi usia perkawinan dalam
UUP menjadi 19 tahun (laki-laki dan perempuan), dengan alasan perkembangan
zaman dan kemaslahatan bagi masa depan calon mempelai.*®

Selanjutnya, masalah usia perkawinan juga muncul kembali dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 yang mencoba mengeluarkan
Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA).

Salah satu pokok materi dalam RUU ini juga menyebut bahwa batas minimum

16 Lihat Pasal 15 ayat (1) :”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan
calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun,” dan ayat (2): “Bagi calon mempelai yang
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2),
(3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

" Maltuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka llmu, 2012),
him. 132.

18 CLD-KHI sebagai respons terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dianggap
menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Semangat CLD-KHI ini menilai, rendahnya batas usia
minimum perkawinan dalam UUP dan KHI pada subtansinya rentan terhadap subordinasi
perempuan serta tidak berwawasan gender. Untuk itu, pembaruan hukum untuk menaikkannya
menjadi lebih relevan dengan konteks kekinian. Nasaruddin Umar dkk, Amandemen Undang-
Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, cet. | (Yogyakarta:
Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), him. 133.



usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun untuk perempuan dan 21
untuk laki-laki berdasarkan alasan bahwa tingkat kemampuan dalam pemenuhan
nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya
ditandai dengan kematangan usia (maturity).*®

Tidak hanya itu, isu usia perkawinan ini juga menjadi sorotan bagi
kalangan aktifis-aktifis perempuan di Indonesia. Menurut mereka, usia
perkawinan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan
penentuan usia perkawinan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat
perlindungan anak dan perempuan.?® Selanjutnya, isu usia perkawinan juga
menjadi kajian tersendiri bagi institusi pemerintah seperti Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berkaitan tentang hak-hak
reproduksi perempuan, pemerintah melalui BKKBN ini, misalnya, ikut andil
dalam sosialisai batas usia perkawinan ideal yakni 20 tahun bagi perempuan dan
25 tahun bagi laki-laki dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan

kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.?

¥ Penjelasan umum RUU-HMPA tentang materi RUU-HMPA huruf (c): “perkawinan
mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan
batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga
(rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat
kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan
usia (maturity). Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan
terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan.” Lihat Rancangan Undang-undang
Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010.

% Hal ini sebagaimana yang digagas oleh Lembaga Hukum untuk Perempuan (LBH
APIK) Jakarta dalam usahanya untuk mengamandemen UUP dan KHI. Lihat dalam
www.lbhapik.or.id, akses 6 Juni 2014.

%! Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan
dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, Cet. 11 (Jakarta: Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), him. 19. Salah satu alasan upaya ini adalah masa
reproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan



Penjelasan kronologis masalah usia perkawinan di atas, menandakan
bahwa usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Isu ini tidak hanya
menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari
kalangan aktifis, akademisi hingga instansi. Untuk itu, penelitian dengan fokus
pada perkembangan diskursus usia perkawinan berikut dengan aspek-apsek
penting di balik dinamikanya, menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai cara untuk
menemukan potret peradaban bangsa, terutama tentang modernisasi hukum
keluarga Islam di Indonesia, secara lebih lengkap.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana perkembangan diskursus dan sejarah legislasi usia perkawinan
dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perdebatan dan polemik dalam diskursus usia perkawinan di
Indonesia?
3. Apa saja aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamika pengaturan

usia perkawinan di Indonesia?

kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik,
psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, perempuan
dianjurkan menikah pada usia 20 tahun, jika di bawahnya, dapat mengakibatkan resiko kesakitan
dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan. Apabila pasangan suami istri
menikah pada usia di bawah 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20
tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lihat Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Materi
Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja, Cet. Il, (Jakarta: Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), him. 11 dan 20.
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C. Tujuan dan Kegunaan

Betitik tolak pada pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian
ini adalah, 1) untuk mendeskripsikan perkembangan diskursus dan sejarah
legislasi usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di
Indonesia, 2) perdebatan dan polemik dalam diskursus usia perkawinan di
Indonesia, dan 3) untuk mengurai aspek-aspek penting yang terjadi di balik
dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya, kegunaan dari penelitian ini, paling tidak dalam pikiran ideal
penyusun, 1) secara teoretis, mampu mendayagunakan pendekatan sejarah sosial
sebagai tradisi dalam mengkaji hukum keluarga Islam, dan 2) secara praktis, dapat
memberikan masukan yang berfungsi sebagai sarana refleksi bagi eksistensi
sistem otoritas hukum perkawinan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Perlu dicatat bahwa diskursus usia perkawinan pada dasarnya merupakan salah
satu bagian dari perkembangan hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri.
Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa karya tulis, yang
menurut penyusun, relevan untuk mendukung penelitian ini, baik berbentuk buku
maupun laporan penelitian lapangan.

Beberapa karya tulis berbentuk buku—setidaknya menurut penyusun
relevan—yang menceritakan perkembangan diskursus hukum keluarga Islam di
Indonesia antara lain: Mahsun Fuad dengan buku berjudul “Hukum Islam
Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris” telah memberikan

kesimpulan yang cukup menarik terkait dua perspektif dalam ide pemikiran
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hukum Islam Indonesia, yaitu simpatis-partisipatoris dan Kkritis-emansipatoris.
Buku yang berangkat dari tema-tema pemikiran hukum Islam yang berkembang di
Indonesia ini, mampu memberikan peta yang cukup luas tentang pergulatan
wacana hukum Islam sepanjang era 70-an hingga menjelang tahun 2000 berkaitan
dengan modernisasi pembangunan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Term-
term seperti fikih Indonesia, fikih mazhab nasional, reaktualisasi ajaran Islam,
agama keadilan dan fikih sosial, sepanjang analisis Mahsun, meruapakan respons
penggagasnya terhadap modernisasi-pembangunan yang lebih besar diperankan
oleh negara.??

Maltuf Siroj dengan buku berjudul *“Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam”. Buku yang berawal dari disertasi ini,
cukup luas memberikan kajian bagaimana format pembaruan dalam KHI sehingga
mampu memposisikannya sebagai salah satu penanda inovasi dalam garda depan
pemikiran hukum Islam di Indonesia. Buku ini memberikan kesimpulan bahwa
pembaruan dalam KHI sangat diperlukan karena berdasarkan dua faktor utama
yaitu, 1) internal; karakteristik fleksibel dan dinamis yang dimiliki hukum Islam
dan, 2) eksternal; konteks perubahan sosial di tengah perkembagan zaman yang
terus berjalan. Untuk itu, KHI layak untuk dinaikkan posisinya menjadi Undang-
undang agar kontroversi terhadap kekuatan yuridisnya bisa diatasi.”®

Abdul Manan dalam buku “Reformasi Hukum Islam di Indonesia” cukup

luas mejelaskan bagaimana historisitas kontestasi teori-teori hukum yang ada di

22 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris
(Yogyakarta: LKiS, 2005).

2 Maltuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).
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Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga setelahnya. Dalam bukum ini, Manan
juga menjelaskan bahwa selain faktor nilai-nilai fikih yang tidak berdaya
menyahuti perkembangan zaman, faktor sosiologis, modernisasi pembangunan
dan perkembangan pemikiran hukum Islam juga sangat mempengaruhi
pembaruan hukum Islam di Indonesia.?*

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
dengan buku berjudul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi
bagi Remaja Indonesia.” Secara deskriptif, buku ini memberikan pengertian
bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan
usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan,
dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan dalam hal hak reproduksi, termasuk hak,
menurut buku ini, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada
manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga pengekangan
terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. Titik
tolak kongkret kedua pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan
sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar
kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa.?

Beranjak kepada laporan penelitian, di antaranya Andi Sjamsu Alam

dalam disertasi berjudul “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan

# Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2006).

% Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya pendewasaan usia
perkawinan dilihat dari aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan
psikologi dan perspektif agama. Lihat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja
Indonesia....., him. 9, 19 dan 47.
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Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia,” dengan
pendekatan filosofis, menemukan bahwa ketentuan usia perkawinan sebagaimana
termaktub dalam UUP mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan.
Indikasi problematis usia perkawinan yang paling menonjol adalah ketika
dihadapkan pada pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin. Mekanisme yang
diberikan kepada pengadilan ini dinilai akan mengurangi sakralitas perkawinan.?®

Riyanto dalam skripsi berjudul *“Batas Minimal Usia Nikah (Studi
Komparatif antara Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dan Counter Legal Draft (CLD),” menunjukkan bahwa perubahan batas
minimum usia perkawinan adalah sesuatu yang layak dilakukan demi tercapainya
tujuan dari perkawinan itu sendiri. Harus disadari bahwa KHI merupakan produk
intelektual yang bersifat relatif, baik dalam hal kebenarannya maupun
relevansinya bagi kemaslahatan umat.?’

Fatimatuz Zahro’ dalam skripsi berjudul “Implikasi Nikah di bawah umur
terhadap Hak-hak reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-undang No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan).” Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa nalar
fikih, di mana masalah usia perkawinan masih variatif, membuat pernikahan dini

menurut UUP sering terjadi. Hal ini berakibat pada terancamnya hak-hak

% Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan
Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia” disertasi doktor Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta (2011).

%’ Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)” skripsi tidak diterbitkan,
Program S-1 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
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reproduksi. Untuk itu, batas usia perkawinan dalam UUP, dengan melihat
kenyataan yang ada, perlu dinaikkan demi terjaminnya hak-hak reproduksi.?®
Bertolak pada pengkajian dan perbandingan antara maksud penyusun
dengan hasil karya-karya di atas. Dengan beberapa pertimbangan, penelitian
dengan fokus pada perkembangan diskursus usia perkawinan di Indonesia masih
perlu dilakukan. Untuk itu, dengan menjadikan isu usia perkawinan sebagai objek
penelitian, semoga mampu lebih komprehensif dalam mengkaji dinamika usia
perkawinan dalam kaitannya dengan modernisasi hukum Kkeluarga Islam di
Indonesia.
E. Kerangka Teoretik
Pada dasarnya, pengkajian masalah usia perkawinan meliputi dimensi agama,
hukum dan sosial. Pertama, sebagai dimensi agama (baca: fikih), pada hakikatnya
pengaturan usia perkawinan adalah tatanan norma religio-legal Islam untuk
menata kehidupan manusia, baik individual maupun kolektif. Fikih, sebagaimana
pendapat Syamsul Anwar, adalah
“....norma yang merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang amat
penting bagi umat Islam. Sebagian dari ketentuan dan norma fikih itu ada
yang sangat individual sifatnya sehingga penerapannya sangat tergantung
kepada individu bersangkutan, ada pula norma-norma yang menyangkut
kehidupan kolektif dalam pengertian mengatur hubungan sosial dalam
masyarakat. Norma-norma sosial yang mengatur hubungan-hubungan
kemasyarakatan ini, ada yang penegakannya cukup diserahkan kepada

masyarakat itu sendiri, dan ada pula yang penegakannya harus
dilaksanakan oleh suatu kekuasaan politik. Inilah yang disebut kanun,

% Fatimatuz Zahro’, “Implikasi Nikah di bawah umur terhadap Hak-hak reproduksi
Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” skripsi
tidak diterbitkan, S-1 Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).
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seperti undang-undang hukum keluarga di berbagai negara Muslim, dan

bidang-bidang lain yang diatur dalam hukum negara....*

Berkaitan dengan konsepsi bahwa pengaturan usia perkawinan sebagai
bagian dari fikih di atas, Zuhdi Mudhor misalnya, menyebut bahwa patokan yang
jelas dalam ajaran Islam untuk melangsungkan perkawinan adalah kemampuan
(istita’ah), yakni kemampuan dalam segala hal, baik dari kemampuan memberi
nafkah lahir batin kepada istri hingga kemampuan mengendalikan gejolak emosi
yang menguasai dirinya. Jika kemampuan ini sudah ada, ajaran agama
mempersilahkan seseorang untuk menikah. Jika sebaliknya, seseorang dianjurkan
untuk berpuasa, dan menunda terlebih dahulu.®® Artinya, umat Islam diberi
kebebasan untuk menetapkan batas umur perkawinan. Dengan kata lain, batasan
umur perkawinan dikembalikan pada individu tanpa melukai syarat yang telah
ditentukan, serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial di mana hukum itu akan
diundangkan.®

Teori adaptabilitas® hukum Islam juga meyakini bahwa hukum yang
diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa beradaptasi dengan

perkembangan zaman. Konsekuensinya, hukum Islam dapat dirubah demi

% Syamsul Anwar, “Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum
Islam” dalam Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam (ttp.: tnp., t.t.), him. 1.

% A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, cet. Il (Bandung: al-Bayan, 1995),
him. 18.

% Kamal Mochtar, Azas-azas Hukum Perkawinan, cet. I1l (Jakarta: Bulan Bintang 1993),
him. 40-41.

%2 Teori adaptabilitas hukum Islam membangun kerangka untuk menjembatani dilema
antara hukum Islam dengan dinamika sosial, dan lebih spesifik lagi adalah menjembatani
hubungan Islam (hukum Islam) dengan modernitas dan teori pembangunannya. Lihat Mahsun
Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta:
LKiS, 2005), him. 15.
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mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam juga terikat dan
dipahami menurut latar belakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga
peran akal dapat memahami perputaran hukum.*® Dasar lahirnya teori
adaptabilitas ini adalah prinsip maslahah, yang merupakan tujuan hukum Islam itu
sendiri. Prinsip maslahah inilah yang membuat hukum Islam mampu merespons
setiap perubahan sosial.®*

Kedua, sebagai bagian dari hukum, batas usia perkawinan dalam kerangka
yuridis di Indonesia sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP, didasarkan
kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.
Alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun
dan bagi perempuan 16 tahun adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan
keturunan.®® Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa pengaturan usia perkawinan
merupakan persoalan hukum yang dijadikan sebagai alat negara untuk mengatur
sistem sosial masyarakat sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama.

Menurut Qodry azizi, adanya hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan

manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang

% Ibid., 16-17.

% Terkait ini, Mahsun menyatakan demikian: ”....Penting dicatat di sini bahwa istilah
adaptabilitas bisa diartikan dalam dua frame makna, yaitu, “kemungkinan perluasan kumpulan
hukum yang sudah ada,” dan “keterbukaan suatu kumpulan hukum bagi perubahan (sesuai dengan
kondisi dan situasi sosial).” Walaupun kedua makna ini dapat menggiring pada implikasi-implikasi
yang berbeda, namun secara garis besar istilah ini dimaksudkan untuk menandai bahwa perubahan
dalam persoalan ini terjadi dalam rangka merespons kebutuhan-kebutuhan sosial. Perubahan sosial
dalam hal ini bukan satu pola yang dipaketkan (sebagaimana pola-pola kontrol dan transformasi
sosial), akan tetapi merupakan pola yang berlaku dalam konteks umum dan terbuka. Makna
“penyesuaian”—dengan mematrik pada perubahan dan kebutuhan sosial—inilah yang
menunjukkan sisi adaptabilitas sistem hukum tertentu termasuk hukum Islam....” Lihat Ibid., him.
187-188.

% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, cet. VI (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2003), him. 76.



17

dan tertib. Oleh karena itu, disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam
rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat. Namun sayangnya, seringkali
peraturan-peraturan itu tidak dapat mewujudkan ketertiban yang diinginkan oleh
masyarakat, karena perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada
peraturan-peraturan tersebut. Akibatnya, peraturan-peraturan itu tidak dapat
menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul.*

Tidak hanya itu, Prof. Satjipto Raharjo juga mengatakan bahwa suatu
hukum dapat dijadikan sandaran negara untuk dapat mewujudkan kebijaksanaan.
Negara sebagai aktor (legal maker) bertugas merumuskan hukum secara tertib
menurut prosedur yang telah ditentukan, yaitu tentang apa yang menjadi kehendak
masyarakat.>” Sementara menurut Hans Kelsen, sebagaimana yang dikutip Prof.
Jimly Asshiddigie, hukum merupakan tata aturan (order) sebagai suatu sistem
aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak
menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang
memiliki suatu kesatuan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.
Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya
memperhatikan satu aturan saja.*®

Ketiga, di wilayah sosial, membentuk keluarga dengan cara melakukan

perkawinan merupakan hal sangat dianjurkan. Namun demikian, perkawinan

% A. Qodri Azizy, “Menggagas Ilmu Hukum Indonesia,” dalam Ahmad Gunawan BS dan
Mu'amar Ramadhan, Menggagas Hukum Progresif Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
him. x.

% Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, cet. Il (Bandung: Angkasa, 1979), him.
113.

% Jimly Asshiddigie dkk, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cet. | ( Jakarta: Sekretariat
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Press, 2006) him. 13.
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membutuhkan kematangan usia, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan dengan
baik. Asumsi kepada seseorang yang menikah di bawah umur adalah pasangan
tersebut baru biasa mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme
belaka, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.® Selain itu,
kematangan dan integritas pribadi yang stabil juga sangat berpengaruh di dalam
menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dalam
rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian
cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.”’ Dengan kata lain,
idealnya, praktik perkawinan di bawah umur harus dicegah.** Untuk itu, ketika
negara sebagi pemegang otoritas pengaturan usia perkawinan, ketentuannya harus
ditaati oleh semua masyarakat.

Namun demikian, untuk mengatasi problem-problem hukum dalam
masalah usia perkawinan, khususnya dalam kaitannya dengan persoalan
kontemporer, negara juga harus bersifat dinamis dan berpikir maju dalam
pembangunan hukum nasional. Jimly Asshiddigie, misalnya, mengatakan bahwa
bangsa ini memerlukan cara pandang baru tentang apa yang hendak dinamakan
dengan sistem hukum Indonesia. Zaman sekarang menuntut perubahan yang
mendasar dalam cara pandang kita tentang hukum. Prinsip-prinsip modern seperti

tata kelola yang baik (good governance), termasuk di bidang hukum, mutlak

% Sarlito Wirawan Sarwono, Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan dalam
Bina Keluarga (Jakarta: BKKBN, 1981), him. 12.

0 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, him. 77-78.
L Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Hukum dan

Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia” ringkasan disertasi doktor
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011), him. 18.
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untuk mendapat perhatian seksama. Untuk itu, keterpaduan sistemik dalam upaya
merancang strategi pembangunan hukum nasional memerlukan pendekatan
komprehensif, integral, terperinci dan jelas, sehingga hukum akan berfungsi
efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum (order), dan
mewujudkan keadilan. 2

F. Metode Penelitian

Sebagai bagian dari jenis penelitian kualitatif, penelitian ini adalah penelitian
“hukum Islam dan pranata sosial” di mana yang menjadi objeknya adalah hukum
Islam sebagai gejala sosial. Hal ini bertolak pada pengertian pranata sosial yakni
norma-norma yang menjadi acuan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidup
manusia dalam interaksi sosial.** Sepesifikasinya adalah perkembangan diskursus
usia perkawinan di Indonesia yang mana pengaturan usia perkawinan menjadi

acuan praktis dalam hukum perkawinan di Indonesia.

“2 Jimly ash-Shiddigie dkk, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indoenesia, Cet. |
(Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), him. 22-24. Sebagai
pebandingan dalam masalah perlunya paradigma baru dalam masalah hukum Islam di Indonesia,
Ratno misalnya, cukup jelas menguraikan hal ini. Menurutnya, “....kebutuhan untuk terlibat dalam
usaha ijtihad intelektual, sesuai dengan kemandirian penafsiran terhadap sumber-sumber hukum
yang sakral, menjadi jalan yang sangat penting untuk meningkatkan peran hukum Islam dalam
ekspresi modern Islam di Indonesia.....Para reformis menyadari perlunya “mengaktualisasikan
kembali” teori-teori hukum Islam sesuai dengan perubahan situasi masyarakat Muslim Indonesia,
meskipun metodologi mereka berbeda-beda dalam melakukan usaha tersebut...... Para sarjana
Muslim modern juga setuju bahwa perumusan hukum Islam Indonesia tidak akan pernah selesai
tanpa pertama-tama memahami budaya dan tradisi pribumi yang terdapat di seluruh bagian negara
Indonesia dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan hukum....... Agar bisa mencapai
tujuan terbentuknya hukum Islam versi Indonesia, tugas pertama tentulah memformulasikan
teknik hukum tertentu yang akan membantu menyukseskan usaha tersebut. Hal itu bisa dilakukan
dengan memfokuskan usaha untuk mereformulasikan teori hukum Islam (usul al-figh) sesuai
dengan kebutuhan hukum masyarakat pribumi Indonesia—sebuah tugas yang bagaimanapun akan
gagal tanpa usaha yang berani melakukan penalaran hukum secara mandiri (ijtihad) yang
membutuhkan berbagai metodologi dan pendekatan baru yang bisa berfungsi sesuai dengan
pemahaman hukurn masyarakat yang dituju.” Lihat Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Sekuler,
him. 110-111.

3 Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), him. 56.
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Sedangkan tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.**
Penelitianm ini didukung dengan pencarian data secara langsung melalui
penelitian pustaka (library research) dan memperkayanya dengan data-data

16 ini dimaksudkan untuk

empiris yang relevan.”® Kedua hal yang fundamenta
memecahkan sekaligus menjawab problem akademik yang diangkat; telah disebut
pada pokok masalah.

Sementara itu, secara konsep, terdapat tiga metode pengumpulan data
yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.*’ Data-data
pada penelitian ini berasal dari studi kepustakaan baik berbentuk buku,
ensiklopedi, jurnal, majalah atau referensi lain yang relevan. Selain itu, data-data
dalam penelitian ini berasal dari pengamatan terhadap praktik perkawinan,
terutama masalah dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Cara kerja dari sifat

deskriptif*® ini berdasarkan karakteristik obyek penelitian atau apa yang

 Atho’ Mudzhar membagi penelitian hukum Islam menjadi tiga karakter yaitu penelitian
hukum Islam sebagai doktrin asas, penelitian hukum Islam normatif dan penelitian hukum Islam
sebagai gejala sosial (yang disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis). Atho’ Mudzhar, “Studi
Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologis,” makalah disampaikan dalam pidato pengukuhan
Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 15 September 1999.

* Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT. Raja
Grafindo Persada: 2004), him 30.

6 Atho” Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), him. 62.

" Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, him 67.

“® Dilihat dari wujud dan sifatnya, wilayah penelitian dalam berbagai bidang Ilmu Agama
Islam, sekurang-kurangnya, dapat dipilah menjadi dua pilihan. Pertama, berupa ajaran, gagasan,
dan produk pemikiran. la bersifat ideal, normatif dan preskriptif. Kedua, berupa rangkaian
peristiwa, institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam. la bersifat aktual,
empirik dan deskriptif. Lihat Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang
Ilmu agama Islam (Jakarta: Logos, 1998), him. 9.
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senyatanya terjadi dalam diskursus usia perkawinan dalam konteks modernisasi
hukum keluarga Islam di Indonesia. Data-data kualitatif, sebagaimana telah
disebut sebelumnya, dianalisis dengan kerangka berpikir*® deduktif-induktif.
Kombinasi kerangka berpikir yang bersifat theoretical framework dan logic
framework ini digunakan untuk mengurai data-data yang ditemukan secara umum,
kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan
antara data dengan masalah yang diteliti.

Akhirnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
normatif-sosiologis-historis.*® Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri
sekaligus mengurai data-data tentang perkembangan diskursus usia perkawinan di
Indonesia, terutama dalam tataran normatif. Sedangkan pendekatan sosiologis-
historis digunakan untuk mengetahui bagaimana isu usia pekawinan dalam
konteks modernisasai hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini ditelusuri mulai
dari konsepsi usia perkawinan antara agama dan negara, sejarah sosial legislasi
usia perkawinan hingga aspek-aspek penting di balik dinamika pangaturan usia

perkawinan di Indonesia.

0 Kerangka berpikir merupakan suatu pengorganisasian unsur informasi yang akan
digunakan dalam kegiatan penelitian. la dapat berupa kerangka teori (theoretical framework), atau,
sekurang-kurangnya, kerangka berpikir logis (logical framework). Lihat Cik Hasan Bisri, Pilar-
pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), him.
161 dan 168.

* Untuk mendukung maksud pendekatan yang penyusun gunakan ini, Prof. Satjipto
Rahardjo misalnya, mengatakan bahwa “...... sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan
penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik
itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha
untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang
mempengaruhinya dan latar belakangnya....... Tidak hanya itu, sosiologi hukum senantiasa
mengkaji kesahihan empiris (empirical validity). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenai
bagaimana kenyataanya peraturan itu, apakah kenyataannya seperti yang tertera dalam bunyi
peraturan atau tidak. Kemudian, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum
tetapi ia hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.” Lihat dalam Yesmil Anwar
dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Grasindo, 2008), him, 112-113.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (Bab 1) yang terdiri
dari latar belakang masalah, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian yang digunakan, dan sitematika pembahasan. Bagian ini
merupakan titik tolak atau acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan
sekaligus pertanggungjawaban penelitian yang akan dilakukan. Selain mencakup
problem akademik serta beberapa alasan untuk melakukan penelitian, bagian ini
menitikberatkan pada kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan
digunakan dengan tujuan menjaga koherensi dan konsistensi penulisan pada bab-
bab selanjutnya.

Bab Il dengan tema “Usia sebagai Aspek Penting dalam Perkawinan:
Konsespsi Antara Hukum Islam dan Hukum Negara,” secara umum, untuk
menjelaskan konsepsi tentang perkawinan di Indonesia, terutama dalam ruang
lingkup fikih dan hukum positif. Bab ini tidak hanya berisi tentang perspektif
fikih terkait urgensitas perkawinan dalam tatanan masyarakat Muslim, tetapi juga
berisi tentang pengaturan perkawinan dalam tujuannya sebagai pendukung
ketertiban masyarakat sesuai dengan tata hukum perkawinan yang berlaku di
Indonesia. Sedangkan secara khusus, bab ini menjelaskan bagaimana perspektif
fikih tentang usia perkawinan, dan bagaimana urgensi pengaturan usia perkawinan
sebagai instrumen negara untuk mengatur praktik perkawinan.

Bab IlIl, secara umum Dberisi tentang diskusi panjang tentang
perkembangan diskursus usia perkawinan di Indonesia, baik dari sejarah legislasi

hingga problematika terkini. Persoalan sejarah legislasi dimulai dari historiografi
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hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mana, sejarah mencatat, bahwa
Indonesia memiliki pengalaman sejarah hukum Islam yang cukup panjang dan
sangat kaya. Kemudian, sejarah legislasi usia perkawinan ditelusuri mulai dari
proses legislasi RUUP 1973, UUP 1974, KHI 1991, CLD-KHI 2004, hingga
RUU-HMPA 2010 dengan social background-nya masing-masing. Sedangkan
dalam hal problematika terkini tentang diskursus usia perkawinan, secara umum,
dimulai dari uraian panjang terkait perbedaan-perbedaan mendasar persoalan
“usia” hingga penggunaannya di dalam regulasi. Uraian ini akan juga diperkaya
dengan data-data dari tentang persoalan dispensasi perkawinan, permisiveness
hakim ketika mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, hingga faktor
penyebab nikah di bawah umur.

Bab 1V merupakan tempat yang tidak hanya mendiskusikan apa saja
aspek-aspek penting di balik dinamika pengaturan usia perkawinan di Indonesia
seperti masalah pergolakan sistem hukum dan tradisi hukum, tetapi juga tempat di
mana polemik dan perdebatan tentang pengaturan usia perkawinan di Indonesia
berkembang. Sebagaimana dipaparkan pada bab ini, banyak tokoh dan pemerhati
keluarga yang terlibat dalam hal yang terakhir disebut ini. Ketika merespons isu
usia perkawinan di Indonesia, masing-masing dari mereka tidak hanya
berargumen secara metodologis, tetapi juga berusaha kritis, baik secara teoretis
atau parktis.

Akhirmya, penelitian ini bermuara pada Bab V yang memuat penutup
berikut kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah

terlaksana.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari diskusi yang telah terpapar panjang pada tulisan-tulisan sebelumnya,

paling tidak menurut pemahaman penyusun, terdapat beberapa point penting yang

harus dijadikan kesimpulan dari penelitian ini, di antaranya:

1. Perkembangan diskursus usia perkawinan tidak dapat dilepaskan dari
perjalanan panjang hukum keluarga Islam di negeri ini, baik dari era sebelum
merdeka, era kemerdekaan, bahkan hingga sekarang.

Era pra kemerdekaan menandai terjadinya kontestasi antara umat Islam
dan pemerintah kolonial yang saling berebut posisi dan saling intervensi.
Sedangkan era pasca kemerdekaan hingga saat ini, menandai terjadinya
pedebatan panjang terkait bagaimana memposisikan eksistensi hukum Islam
dalam tata hukum nasional sebagai ruang ekspresi umat Islam, yang kebetulan
mayoritas, untuk menjalankan hukum perkawinan sesuai dengan
keyakinannya.

Artinya, pemerintah, pada satu sisi, mengakomodir kepentingan umat
Islam, sedangkan di sisi lain, pemerintah juga mengintervensi hukum keluarga
Islam melalui lembaga peradilan Islam yang dibuatnya. Hal yang terakhir di
sebut ini, tentunya tidak lepas dari pengaruh perdebatan antara kalangan
nasionalis sekuler dan nasionalis Islam pada masa awal kemerdekaan ketika

merumuskan masalah ideologi negara.
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2. Persoalan legislasi usia perkawinan di Indonesia dapat dilacak melalui
kemunculan RUUP 1973, UUP 1974 hingga KHI 1991. Masing-masing
menandai terjadinya intervensi negara dalam mengatur praktik perkawinan di
Indonesia. Usia perkawinan bagi umat Muslim, misalnya, dari yang
sebelumnya terikat dengan subyektifitas mazhab tertentu, oleh pemerintah,
perlu diatur agar relevan dengan kebutuhan negara modern. Dengan kata lain,
pernikahan di bawah usia yang ditentukan pemerintah, akan dianggap sebagai
faktor penghambat kemajuan bangsa. Akibatnya, umat Muslim, sebagai
bagian dari negara, harus mengikuti peraturan tersebut.

3. Pengaturan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk peran negara dalam
modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Sejak diputuskannya
Pancasila sebagai Ideologi negara, pemerintah dalam hal ini mempunyai peran
besar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat banyak, baik
dari sistem hukum, atau budaya yang sebelumnya telah ada dengan cara
pandang modern.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab-bab sebelumnya,
pengaturan usia perkawinan dalam tradisi Islam yang cenderung teosentris
tidak sesuai dengan konsep negara modern yang berparadigma sekuler dan
antroposentris. Artinya, terdapat perbedaan metodologi hukum antara negara
dan umat Islam.

Negara dengan pandangannya yang sekuler, cenderung menilai
pangaturan usia perkawinan merupakan alat yang cukup efektif untuk

menjadikan kemajuan bagi sebuah bangsa, atau sebagai alat rekayasa sosial.
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Sedangkan umat Islam, cenderung menganggap masalah usia perkawinan
secara aplikatif sangat berkaitan dengan keyakinan agama. Akhirnya,
konsekuensi logis yang harus diterima oleh umat Muslim ketika berada dalam
kekuasaan negara, suka tidak suka, adalah kerelaannya untuk mendua dengan
keputusan elit pemerintah, bahkan harus tunduk meskipun hanya secara
administratif.
Perdebatan dan polemik tentang isu usia perkawinan sejatinya telah nampak
sejak pertama pengaturan perkawinan dibuat oleh negara, bahkan hingga
sekarang. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengaruh uniformisme hukum
terhadap eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari keragaman hukum di
nusantara yang telah bertahan lama: negara, dengan paham ini, cenderung
menilai bahwa unifikasi hukum keluarga Islam merupakan jalur satu-satunya
yang akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak.
Peristiwa-peristiwa penting seperti pedebatan panjang dalam perumusan
RUU-UUP pada tahun 1973 atau UUP tahun 1974 yang mana pengaturan usia
perkawinan, paling tidak menurut umat muslim saat itu, tidak dipandang
terlalu penting hingga kemunculan CLD-KHI pada tahun 2004 yang mana
justru sebaliknya menjadikan pengaturan usia pekawinan sebagai alat penting
untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan egaliter, misalnya, bisa
dijadikan bukti bahwa isu usia perkawinan pada dasarnya sangat penting
pengaruhnya dalam tata hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tidak hanya itu, kenyataan ini, terutama sejak era reformasi, telah

melibatkan banyak sarjana Muslim dan berbagai kalangan pemerhati masalah
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keluarga seperti kaum feminis, LSM, hingga institusi pemerintah seperti
BKKBN. Beberapa isu menarik di balik perdebatan usia perkawinan antara
lain dari masalah ideologi negara, HAM, perlindungan anak, kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, hingga tuntutan menaikkan usia
perkawinan agar lebih menjamin kesejahteraan keluarga, menjadi bukti bahwa
perdebatan dan polemik tentang usia perkawinan, sampai Kkini, belum
menemukan jalan keluar.

Pengaturan usia perkawinan di dalam kehidupan erat kaitannya dengan tujuan-
tujuan perkawinan. Hal ini dapat diketahui melalui konsepsi-konsepsi Islam
dan negara ketika memposisikan usia perkawinan sebagai hal yang krusial,
bahkan menjadi syarat perkawinan.

Di satu pihak, secara konseptual ataupun aplikasi, hukum Islam (fikih)
sejatinya sangat fleksibel ketika menentukan kapan kelayakan seseorang untuk
menikah berdasarkan penentuan usia. Dalam fikih, penentuan usia perkawinan
adalah norma religio-legal yang bisa diaplikasikan secara individual atu
kolektif, karena al-Qu’an sendiri, sebagai sumber utama hukum Islam, tidak
mengkongkretkan usia perkawinan secara tegas, selain hanya melalui isyarat
atau tanda-tanda fisik seseorang.

Sementara di pihak lain, pengaturan usia perkawinan sebagai
instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian
hukum sangat dibutuhkan oleh negara dengan sistem civil law, dan ideologi
Pancasila seperti Indonesia. Negara sebagai pemersatu keberagaman, dalam

hal ini, segala bentuk intervensinya dalam hal perumusan hukum, terikat
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dengan perhatian kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan golongan
ataupun agama tertentu.

Aspek penting lain dari diskursus usia perkawinan di Indonesia adalah
masalah praktik pernikahan di bawah umur yang masih marak. Berdasarkan
data-data yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, mencerminkan bahwa
kondisi sosial masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan.

Mekanisme dispensasi kawin yang cenderung permisif, misalnya,
seolah-olah memberikan cerminan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia
sejatinya belum selaras dengan semangat modernisme, bahkan, oleh sebagian
kalangan, dikatakan cenderung melegalkan praktik nikah di bawah umur. Hal
ini cukup beralasan jika melihat bagaimana pandangan dan respons dari
kalangan pemerhati ketika mereview ulang masalah usia perkawinan.

Sebagian besar dari mereka, dengan berbagai pendekatan yang lebih
luas, menilai bahwa usia perkawinan sangat relevan untuk dinaikkan sebagai
cara untuk menekan Kkebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berpotensi
merugikan kualitas keluarga itu sendiri, bahkan dalam skala yang lebih luas
dan proyeksi yang lebih panjang, bisa mengancam kualitas sumber daya

manusia secara nasional.

B. Saran-saran

Berdasarkan tujuh poin kesimpulan di atas, penyusun merasa bahwa pendekatan

sejarah sosial, meskipun belum terlalu populer dipakai dalam civitas akademika

UIN Sunan Kalijaga, cukup efektif untuk memberikan kajian hukum keluarga

Islam di Indonesia secara komprehensif. Dengan perangkat pendekatan ini, hasil
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penelitian tidak hanya akan mengupas objek penelitian dari sisi normatif saja,

tetapi juga secara sosiologis, historis maupun politis.

Dengan penuh dedikasi dan kerendahan hati, meskipun karya ini masih
jauh dari sempurna dan masih butuh perbaikan ke depannya, penyusun perlu
untuk memberikan saran-saran terhadap penelitian ini sebagai rekomendasi untuk
masa depan, dengan tujuan semoga dapat membantu membangun wawasan yang
lebih luas dalam hal penelitian hukum keluarga Islam selanjutnya di satu sisi, serta
kebijakan pemerintah terkait peraturan usia perkawinan di Indonesia, di sisi lain.
1. Sejak awal, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait

dengan metodologi hukum yang digunakan oleh pemerintah dan umat Islam.
Kecenderungan pemerintah yang antroposentris dan sekuler di satu pihak, dan
kecenderungan tradisi hukum Islam yang teosentris, di pihak lain, keduanya
akan terus bergesekan, bahkan akan saling bertentangan jika masing-masing
tidak membuka diri ketika merumuskan hukum. Untuk itu, semangat integrasi
dan kolaborasi di antara keduanya sangat dibutuhkan demi menjaga eksistensi
hukum keluarga Islam, atau jika menginginkan kemajuan hukum Islam di
Indonesia.

2. Seharusnya, karakter hukum Islam yang dinamis harus didukung pula oleh
perangkat hukum positif, sehingga praktik-praktik pernikahan dini bisa
ditekan semaksimal mungkin. Mekanisme dispensasi kawin, alih-alih
merepresentasikan fleksibilitas hukum keluarga Islam, dengan melihat fakta,
justru sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat, bahkan oleh para

hakim sendiri. Dengan kata lain, menjadi cermin kebekuan metodologi hukum
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keluarga Islam. Akibatnya, pengadilan agama malah dikesankan sebagai
lembaga satu-satunya yang pasti mengabulkan permohonan nikah di bawah
umur.

Oleh sebab itu, review ulang, tanpa ada maksud menghapuskannya,
terhadap mekanisme dispensasi kawin sangat diperlukan mengingat fenomena
nikah di bawah umur masih saja marak, dan menjadi kegelisahan tersendiri
bagi kalangan para pemerhati keluarga. Hal demikian sangat penting untuk
mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia
dengan fenomena perkawinan di bawah umur .

Apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang menuntut perubahan atas
pengaturan usia perkawinan di Indonesia agar sesuai dengan syarat kemajuan
sebuah bangsa modern perlu diapresiasi. Setidaknya, mereka telah
menghidupkan sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis,
cinta dengan kualitas dan berproyeksi ke depan. Namun demikian,
kelihatannya, belum nampak jelas adanya kerjasama yang kuat antara sistem
peradilan Islam dengan pihak-pihak yang gelisah dengan aturan usia
perkawinan. Kesan yang bisa ditangkap adalah keduanya cenderung berjalan
dengan caranya masing-masing tanpa menjalin relasi untuk mensinergikan
perbedaan persepsi untuk mengembangkan metodologi hukum sebagai alat
kritis bagi kelemahan-kelemahan aturan usia perkawinan di Indonesia.

Perbedaan penentuan usia perkawinan, usia anak atau usia dewasa di antara
masing-masing peraturan yang ada di Indonesia, sejatinya merupakan

kewajaran ketika melihat landasan sosiologis dalam perumusannya dan
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konteks penerapannya. Yang menjadi catatan penting ialah penentuan usia
perkawinan bagi umat Muslim tidak bisa lepas dari keyakinan agama.
Akibatnya, dengan kenyataan bahwa umat Muslim merupakan mayoritas,
negara dalam hal ini tidak bisa mengelak dengan metodologi hukum yang
diyakini oleh umat Muslim. Hal ini sebagai sarana pemerintah untuk
menetralkan diri dan menghindari konflik yang tidak diinginkan.

Review ulang terhadap pengaturan usia perkawinan di Indonesia adalah hal
yang sangat direkomendasikan, paling tidak dalam pandangan penyusun;
karena isu ini masih selalu “hangat” bagi kalangan para pemerhati keluarga,
terutama di kalangan non-legislator. Aturan usia perkawinan sebagai bagian
dari fikih Indonesia seharusnya memperhatikan diskursus yang berkembang.
Dengan kata lain, untuk mengembangkan modernisasi hukum keluarga Islam
yang tidak hanya sebatas pada kodifikasi hukum, pengembangan metodologi
hukum (fikih) di Indonesia masih perlu dilakukan, terutama secara integratif
demi mewujudkan sistem hukum perkawinan nasional yang lebih baik lagi.
Untuk peneliti selanjutnya, selain masalah usia perkawinan, sebenarnya masih
banyak persoalan atau isu-isu perkawinan lainnya yang dapat dijadikan obyek
penelitian, terlebih ketika mendayagunakan pendekatan sosio-historis sebagai
perangkat pendekatannya. Namun demikian, yang menjadi catatan adalah
penelitian tentang diskursus usia perkawinan ini dapat dikembangkan lagi
dengan pendekatan lain yang, paling tidak menurut penyusun, akan

memperkaya dan memperdalam hasil penelitian ini. Wallahua’lam bissawab.
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